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B. Pelaporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR
Pelaporan pengelolaan risiko dilakukan secara triwulanan, dan tahunan. 
Pelaporan untuk tingkat entitas pemerintah daerah dikoordinasikan oleh 
UPR Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis PD dan 
tingkat operasional PD dikoordinasikan oleh UPR Tingkat Eselon 2.

Alur Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko UPR

Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:
1. Laporan Tingkat Unit Keija, meliputi:

a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan 
yang ditangani oleh setiap Unit Keija Triwulanan;

b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan 
yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan.

2. Laporan Tingkat PD, meliputi:
a. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) PD dan 

Operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap PD 
Triwulanan;

b. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) PD dan 
Operasional PD sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap 
PD Tahunan.

3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi:
a. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah 

Daerah Triwulanan;
b. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah 

Daerah Tahunan.
Laporan berkala tersebut dibuat oleh UPR disampaikan kepada Bupati
tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan.
Contoh bentuk laporan disajikan dalam Lampiran 3.

C. Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh unit kepatuhan 
Laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan 
risiko disusun oleh Unit Kepatuhan yang disampaikan kepada Bupati 
dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah. Contoh bentuk laporan 
disajikan dalam Lampiran 3.
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Form l.a
_______ _________ ____________________ CQMTQIi__________________________________________

REKAP1TULAS1 BASIL KUESrONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDAUAN INTERN 
Control environment evaluation (CEE)

KABUPATEN BAR1TO SELATAN
Tahun Periilaian:

NO. PERTANY AAN / KUESIONER JAWABAH RESPONDER (R) SIMPULAN
KUOSIONER
CEE

R1 R* R>K4 R5 R6 Modus

a b C d
PENEGAKAN INTEG RITAS DAN NILA1 ETIKA MEMADAI
fogpwai mendapatkan pesan integritas&rrilaietika secara rutin dan 
pirnpman instansi (Misalnya keteladanan,pesan moral dll}

2 4 3 3 Memadai

Pemerintah Daerah telah memiliki aturan perilaku (misalnya
kode etik,pakta integritas.dan aturan perilaku pegawaijyang telah
dikomunikasikan kepada seluruh pegawa
Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayan
pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode
etik
Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti

Memadai

Memadai

Memadai
KOM1TMEN TERHADAP KOMPETENSI MEMADAI
Standar kompetensi senap pegawai/posisi jahatan telah ditientukan 

Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisiljabatan

Memadai
Memadai

Pemerintah Daerah telah memiliki dan menerapkan 
strategi peningkatan kompetensi pegawa 
Terdapat pdadhan fericait pengelolaan nsikn.baik pdadhan khusus 
maupun pelatihan terintegrasi secara berkala

Memadai

Memadai

KURANG MEMADAIKEPEM1MPINAN YANG KONDUSIF

Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko 
yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko 
Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalran 
dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan 
Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota 
organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara 
terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah 
Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan 
kineija

Memadai

Memadai

Memadai

Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi 
dan misi Pemerintah Daerah

Memadai

Rencana/sasaran strategis Pemerintah Daerah telah dijabarkan ke 
dalam sasaran OPD dan tingkat operasioanl OPD 
Rencana strategis dan rencana kerja Pemerintah Daerah telah 
menyajikan infbrmas mengenai risiko
Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan

Memadai 

Kurang Memadai

Memadai

PKMBENTUK'AN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN MEMADAI
1 Setiap Urusan telah diiaksanakan oleh OPD dan unit keija yang tepat 3 3 3 4 4 3 3 Memadai
2 Masing-masing pihak dalam organisas telah memperoleh 

kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-
2 3 3 4 4 3 3 Memadai

3 masing dalam pengelolaan risiko Pegawai yang bertugas di OPD 
merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat

2 3 3 4 4 3 3 Memadai

adh oc(sementara)
Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan 3 4 3 3 4 3 3 Memadai

M pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam 
pengelolaan risiko

E PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAW AB YANG T MEMADAI
TEPA

1 {Criteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan 
tepat

3 4 3 4 3 2 3 Memadai

2 Pendelegasian wewenang dan tan^ung jawab diiaksanakan 
secara Tepat

3 4 3 4 3 3 3 Memadai
Memadai3 Kewenangan direviu secara periodik 2 3 3 3 3 2 3

F PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHiAT TENTANG PEMB1NAAN KURANG
SUMBER DAYA MANUS1A MEMADAI

1 Pemerintah Daerah telah memiliki Kebijakan dan prosedur 
pengelolaan SDM yang lengkap(sejak rekrutmen sampai dengan 
pemberhentian pe^iwai)

2 3 2 2 3 3 3 Memadai
Memadai
Memadai2 Rekruitmen,retensi,mutasi,maupun promosi pemiBhan SDM 

telah dilakukan dengan baik
2 3 3 2 3 2 3

3 Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kineija 3 4 2 3 4 3 3
Ftemerintah Daerah telah mengintemalisasi budaya sadar 
risiko5 2 3 2 2 4 3 2 Kurang Memad
Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas 
pengelolaan risiko(Misalnya mempertimbangkan Kurang Memad
pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian Kurang6 kinerja)
Terdapat evaluasi kineija pegawai,dan telah dipertimbangkan

2 3 2 1 3 3 2 Memad
Kurang7 dalam perhitungan penghasilan

Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai
2 3 2 3 2 2 Memad

untuk pengembangan SDN

' PERWU.JUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKHF MEMADAI
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NO. PERTANYAAN/KUESIONER JAWABAN RESPONDEN (R) SIMPULAN
R1 R2 R3K4 R5 R6 Modus KUOSIONER

CEE

1 lnspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/efektivitas 3 ' 3 3 4 3 3 3 Memadai
pelaksanaan setiap urusanl/program Secara periodik

Memadai
2 lnspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan 3 3 3 3 3 3 3

3
aturan lainnya
lnspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan 
pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP

2 2 3 3 3 3 Memadai

4 APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis 3 3 3 3 3 3 3 Memadai
risiko. 3 3 3 3 3 3 3 Memadai

5 Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP 
telah ditindaklanjuti

H HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMER1NTAH TERKAIT MEMADAI

1 Hubungan keija yang baik dengan instansfl organisasi lain yang 
memiliki keterkaitan operational telah terbangun

3 3 3 3 3 3 3 Memadai

2 Hubungan keija yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi 
pengawasan/pemeriksaan (lnspektorat,BPKP,dan BPK)telah

3 3 3 4 3 3 3 Memadai

terbangun

Keterangan:
Kolom c diisi dengan jawaban responden 

Ket Jawaban:
1 : Tidak Setuju/ Belum ada/ belum dibangun
2 : Kurang Setuju/Telah dibangun diterapkan, akan tetapi belum konsisten
3 : Setuju Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa

ditingkatkan
4 : Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat

ditularkan ke organisasi lain

Kolom d disi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan 
dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian Misal:

kesimpulan tiap pertanyaan:
"Memadai", apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4; dan 
"Kurang Memadai" apabila modus jawaban responden adalah 1 atau 2

kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian:
"Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut 
telah "memadai; dan
"kurang memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur 
tersebut yang "Kurang Memadai"
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Contoh CEE Berdasarkan Dokumen 
Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern 

di Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan

Nama Pemerintah :
Daerah
Tahun Penilaian

Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan
20xx

N
o.

Sumber data Uraian Kelemahan Kl^gifUrad

a b C d
i Media massa Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena 

tersangkut kasus hukum
Penegakan integritas dan nilai etika

Komitmen terhadap kompetensiPegawai belum ditempatkan sesuai dengan 
kompetensi dan pengalaman

2 LHP BPK No.Xxx 
tanggal xxx tentang
Hasil Pemeriksaan
BPK atas Efektifitas 
Pengelolaan Sumber
Daya Kesehatan
JKN

-Pemerintah Daerah XYZ belum memiliki strategi dalam 
pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan di
Puskesmas

Penyusunan dan penerapan 
kebi^jakan yang sehat tentang 
pembinaan SDM

-Kualifikasi dan kompetensi Dokter serta tenaga kesehatan di 
RSUD Kabupaten XYZ belum memenuhi kebutuhan akan

Komitmen terhadap kompetensi

-Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ 
belum
memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian 
pelayanan kesehatan

Penyusunan dan penerapan kebiajakn 
yang sehat tentang pembinaan SDM

3
SK Inspektur No.Xxx 
tanggal xxx tentang
PKPT Inspektorat

Inspektorat Daerah belum melakukan audit kinerja atas 
penyelenggaraan urusan kesehatan dalam tingkat strategis

Peran APIP yang efektif

4
LHP BPK No.Xxx 
tanggal xxx tentang
Hasil Pemeriksaan 
atas Kinerja 
Penyelenggaraan JKN

Pelayanan pasien BPJS di Kabupaten XYZ belum optimal 
dan
terdapat regulasi Dinas Kesehatan Kabupaten XYZ tidak 
berjalan sebagaimana mestinya yaitu ketentuan mengenai 
praktek Dokter

Kepemimpinan yang kondusif

*) Kla&ifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008

Keterangan:
Kolom a diisi dengan nomor urut 
Kolom b diisi dengan sumber data
Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan, atau 
Kolom d disi dengan klasifikasi kelemahan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian
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Contoh
Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Form l.c

Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan
Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan
Pemerintah
Daerah

Tahun Peniiaian 20xx

N
o

Sub unsur
Hasil Rrviu Dokumen Hasil Survei Persepsi Simpulan

Hasil Uraian Hasil Uraian

a b C d e 9 h

Pencgakan 
integrtas dan 
ilai etka

Kurang
Memadai Banyak teryadi pencopotan/mutasi 

pejaba daerah karena tersangkut 
kasus hukum

Memadai Kuang
Memadai

Banvak teriadi pengopotan / m utasi 
pejabat daeral karena tersangkut kasus 
hukum

Komtmen
terhadap

ompetensi

Kurang
Memadai

Pegawai belum dtempatkan sesua 
dengar competensi dan
pengalaman KuaHfkasi dan
kompetensi Dokter serta tenaga 
kesehatan di RSUD Kabupaten 
XYZ belum memenuhi kebutuhan 
akan pemberian pelayanan
kesehatan di Ea.KN

Memadai Kurang
Memadai

Pegawai belum ditempatkan 
sesuai dengar kompetensi' dan 
pengalaman Kuaiifikasi dan
kompetensi Dokter serta tenaga 
kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ 
belum memenuhi kebutuhan akan 
pemberian pelayanan kesehatan d
Era JKN

3 Kepemimpinan
yang

ondusf

Kurang
Memadai

Pelayanan pasien BPJS di
Kabupaten XYZ belum optimal dan 
terdapat regulasi Dinas Kesehatan 
Kabupaten XYZ tidak beijalan 
sebagaimana mestinya yaitu
ketentuan mengenai praktek
Dokter. Puskesmas belum
sepenuhnya menyediakan seluruh 
kebutuhan farmasi untuk
mendukung pelayanan kesehatan
secara memadai

Kurang
Memadai

- Pimpinan belum 
menetapkan kebijakan 
pengelolaan risiko yang 
memberikan kejelasan 
arah pengetoiaan risiko

- Rencana strategis dan
rencana kaja Pemerintah 
Daerah belun
menyajikan infomasi 
mengenai risiko

Kurang
Memadai

-Pimpinan belum menetapkan kebakan 
pengelolaan nsiko yang memberkan 
kejelasan a tan pengelo aa isiko

- Rencana strategis dan rencana keija 
Pemerintah Daerah belum menyajikan 
intommasi mengenai nisiko Pelayanan 
pasien BPJS di Kabupaten XYZ belum 
optmal dan terdapat regulasi Dinas 
Kesehatan Kabupaten XYZ idak bena an 
sebagaimana meshnya yaitu ketentuar 
mengenai praktek Dokte

Struktur
organisasi sesuai 
kebutuhan

Memadai Memadai

Pendelegasian 
wewenang dan 
tanggung jewab 
yang tepat

Memadai Memadai

6 Pemyusunan 
dan Penerapan 
Kebijakan yang 
Sehat tentang 
Pembinaan
SDM

Kurang

Memadai

Pemerintah Kota XYZ belum memiki 
strategi dal am pemenuhan dan 
pendistrbuslan SDM esehatan di 
Puskesmas Pemenuhan tenaga 
kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ 
belum memperhatkan tingkat 
kebutuhan dalam pemberian 
pelayanan kesehatan

Kurang

Memadai

- Pemerintah Daerah 
belum
mengintenalisasi 
budaya sadar risiko - 
Belum terdapat 
pemberian reward 
dan Vatau 
punishment atas 
pengelolaan risiko 
(Misalnya
mempertimbangkan 
pertanggungjawaban 
pengelolaan isiko 
dalam penilaian 
kineija)

-Evaluasi kinerja 
pegawai belum 
dipertimbangkan 
dalam perhitungan 
penghasilan

-anggaran 
pengem bangan
SoM elum
memada

Kurang
Memadai

-Pemerintah Daerah belum
mengintermalisasi budaya sadar risiko

-Belum terdapat pemberian reward 
dan/atau punishment atas
pengeloliaan nsiko (Misalnya
mempertimbangkan 
pertanggungjawaban

pengelolaan risiko dalam penilaian 
kineija)

-Evaluasi kineja pegawai belum 
dipertimbangkan dalam perhitungan 
penghasilan

-anggaran pengembangan SDM be’um 
memada Pemerintah Kota XYZ belum 
memilsi strategi dalam pemenuhan dan 
pendistribusian SDM kesehatan di 
Puskesmas Pemenuhan tenaga
kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ 
belum memperhatikan tingkat kebutuhan 
dalam pemberian pelayanan kesehatan

Perwujudan 
peran APIP 
yang efektif

Kurang
Memadai

Inspektorat Daerah belum
melakukan audit kinerja atas 
penydenggpraan urusan kesehatan 
dalam tingkat strategis

Memadai Kurang
Memadai

Ispektorat Daerah belum melakukan 
audit kineija atas penyelenggaraan 
urusan kesehatan dalam ingkat 
strategis

Hubungan
Keija yang Baik 
dengan Instansi 
Pemerintah
Terkait

Memadai Memadai

Keterangan
Kolom a di isi dengan nomor urut
Koiom b di isi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian
Kolom c di isi dengan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen
Kolom d di isi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen
Koiom e di isi dengan simpulan hasil suvei persepsi
Kolom f di isi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi
Kolom g di isi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi bertentangan.maka lakukan pendalaman 
atau lakukan prolessional judgement untuk menyimpulkan 
Kolom h di isi dengan uraian kelemahan
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CONTOH PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH

Form 2.a
Nama Pemerintah : Pemerintah Dacrah Kabupalen Barilo Selatan
Daerah 20xx
Tahun
Penilaian Periode RPJMD Tahun 20xx-20xx
Periode yang 
dinilai
Sumber Data RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 20xx-20xx
Visi

Misi Strategis RPJMD

Penetapan konteks
Misi Risiko Strategis 
Pemerintah Daerah

Tujuan Strategis
RPJMD

Penetapan Konteks 
Tujuan Risiko
Strategis Pemerintah 
Daerah

Sasaran RPJMD

i/:;

Penetapan Konteks 
Sasaran Risiko
Strategis Pemerintah 
Daerah

................ : • '

IKU Sasaran RPJMD

Penetapan konteks
IKU Risiko Strategis 
Pemerintah Daerah

Prioritas pembangunan 
dan program 
unggulan

Urusan
Pemerintahan
Daerah

Nama Dinas Terkait

Tujuan,Sasaran,IKU 
dan Program yang 
akan
diakukan penilaian 
risiko

Dst
Buntok.......(tanggal, bulan, tahun)

Bupati Barito Selatan,
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CONTOH PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Form 2.b

Hama Pemerintah Daerah 
Tahun Penilaian
Periode yang dinilai
Urusan Pemerintahan
OPD yang Dinilai

Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan
20xx
Periode RPJMD Tahun 20xx-20xx

Sumber Data Rancangan Awal Renstra Dinas...........Kabupaten Barito Selatan
Tujuan Strategis
Sasaran Strategis

IKU Renstra
Perangkat Daerah

Program

Tujuan, Sasaran,
IKU dan Program 
yang akan 
dilakukan penilaian 
risiko

Dst
Buntok,..... (tanggal, bulan, tahun)

Kepala Dinas...........,
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CONTOH
PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL PD Form 2.c

Form 2
Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan
Tahun Penilaian : 20xx
Periode Yang Dinilai : Periode RPJMD Tahun 20xx-20xx

Urusan Pemerintahan : ...........
PD Yang Dinilai : ..............
Sumber Data
Tujuan Strategis
Program Dinas...........
(Renja 20xx) dan Kegiatan 
Utama

Keluaran/Hasil Kegiatan

Program, Kegiatan, dan Kelua 
ran/Hasil Kegiatan yang 
akan dilakukan penilaian 
risiko

Buntok,..... (tanggal, bulan, tahun)
Kepala Dinas...........,
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Porm 3.a Contoh Kertas Keija Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah
Form 3.a

Nana Pemerintah Daerah 
Nana PD
Periode yang Hinilai 
Urusan Pemenntahafi

Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan 

Perode RPJMD Tahun 20xx-20xx

N
o

Tujuan/Sasaran 
Strategis / Progam

Indikator
Kinerja

Risilco Sebab C/UC Dampak
Uraian Kode Riaiko Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak yang Terkena

a b c d t f g h i j k

Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan tujuan strategis uruan walib sebagti mana terantum dalam RPJMD/Renstra 
Kolom c diisi dengan indikator kineija tujuan strategis 
Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko 
Kolom e diisi dengan Kode Risiko
Kolom f diisi dengan Pemilik Risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/berkepentingan untuk mengelola risiko
Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : mart, money, method, machine, dan material 
Kolom h diisi dengan sumber risiko (ekstemal/internal)
Kolom i diisi dengan C, jika unit keija mampu untuk mengendalkan penyebab risiko, atau UC, jika unit keija tidak mampu mengendalikan risiko
Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar teijadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam : Keuangan, Kineija, Reputasi dan Hukum 
Kolom k disi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar teijadi
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Contoh Kertas Keija Identifikasi Risiko Strategi PD
Form 3.b

Nama Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan
Nama PD : ................
Tahun Penilaian 20xx
Poriode yang dinilai Periode Renstra Tahun 20xx-20xx
Tujuan Strategis : ................
Urusan Pemerintahan ................
N
0

Tujuan/Sasaran Strategi Indikator Kineija Risiko Sebab c/uc Dam pak
Uraian Kode Pemili Uraian Sumber Uraian Pihak yang Terkena

a b c d e f  g h i j k

Kolom a diisi dengan nomor unit
Kolom b diisi dengan tujuan strategis uruan wallb sebagti mana terantum dalam RPJMD/Renstra 
Kolom c diisi dengan indikator kineija tujuan strategis 
Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko 
Kolom e diisi dengan Kode Risiko
Kolom f diisi dengan Pemilik Risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/berkepentingan untuk mengelola risiko
Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : man, money, method, machine, dan material 
Kolom h diisi dengan sumber risiko (ekstemal/internal)
Kolom i diisi dengan C, jika unit keija mampu untuk mengendalkan penyebab risiko, atau UC, jika unit keija tidak mampu mengendalikan risiko
Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar teijadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam : Keuangan, Kineija, Reputasi dan Hukum 
Kolom k disi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar teijadi
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Form 3.c
Contoh Kertas Keija Identifikasi Risiko Operasional PD Form 3.C

Nama Pemerintah Daerah
Nama PD
Tahun Penilaian
Peri ode yang dinilai
Tujuan Srategis Sasaran
Strategis PD
Urusan Pemerintahan

Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan

20xx
Peri ode Renstra Tahun 20xx-20xx

N
o

Kegiatan Risiko Sebab c/uc Dampak
Indikator
Keluaran

Tahap Uraian Kode
Risiko

Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak yang
Terkena

a b c d e f g h i j k 1

Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajibb sebagaimana tercantum dalam RPJMD/Renstra
Kolom c diisi dengan indikator kineija tujuan strategis
Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan
Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
Kolom f diisi dengan Kode Risiko
Kolom g diisi dengan Pemilik Risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/berkepentingan untuk mengelola risiko
Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : man, money, method, machine, dan material 
Kolom i diisi dengan sumber risiko (ekstemal/internal)
Kolom j diisi dengan C, jika unit keija mampu untuk mengendalkan penyebab risiko, atau UC, jika unit keija tidak mampu mengendalikan risiko
Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar teijadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam : Keuangan, Kineija, Reputasi dan Hukum 
Kolom 1 disi dengan pihak/unit yang mendcrita/terkena dampak jika risiko benar-benar teijadi



52

Contoh Kertas Keija Hasil Anaiias Risiko

Nama Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan
Tahun Penilaian 20xx
Tujuan Strategis ..................
Urusan Pemerintahan ..................
No "Risiko" yang Teridentifikasi Kode Risiko Analisis Risiko

Skala
Dampak

Skala
Kern ungkinan

Skala
Risiko

a b c d e f=dxe
i Risiko Strategis

□ Risiko Strategis PD 1 : Dinas.............

in Risiko Operasional PD 1 : Dinas............

Keterangan:
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dngan risiko yang teridentifikasi
Kolom e diisi dengan kode risiko
Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta 
diskusi
Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang 
diberikan peserta diskusi
Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan
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Contoh Kertas Keria Daftar Risiko Prioritas ~ _Fonn5
Nairn Femerintah Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan
Tahun Benilaian 2Qxx
Tujuan Strategis : ................UmsanFtoeri^^ &

No Risiko Prioritas Kode Risiko Skala
Risiko

Pemilik
Risiko

Penyebab Dampak

a b c d e f g
i Risiko Strategis

n Risiko Strategis PD 1: 
Dinas--------

m Risiko Operasional PD 1 
: Dinas.......

Keterangan
Kolom a diisi dengan nomor urut 
Kolom b disi dengan risiko prioritas 
Kolom e diisi dengan kode nsiko 
Kolom d diisi dengan skala risiko 
Kolom e diisi dengan pemilik risiko 
Kolom f diisi dengan penyebab 
Kolom g disi dengan dampak
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Contoh Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibututhkan/RTP atas Kelemahan Lingkungan Pengendalan
(rtp atas cee) Form 6

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan______ Tahun Penilaian ; 20xx
No. Kondisi Lingkungan Pengendalian 

yang Kurang Memadai
Rencana Tin dak Pengendalian 

Lingkungan Pengendalian
Penanggung jawab Target Waktu 

Penyelesaian
Realisasi Penyelesaian

a b c d e f

Keterangan
Kobm a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang meraadai 
Kobm c diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan
Kobm d diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian 
Kobm e diisi dengan target waktu penyelesaian RTP 
Kobm f diisi dengan realisasi waktu penyelesaian RTP
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Contoh Penilaian atas Kegiatan Pengendalan yang Ada dan Masih Dibutuhkan 
(RTP atas Hasil ldentifikasi Risiko)

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Daerah Kabupateti Barito Selatan 
Tahun Penilaian : 20xx
Tujuan Strategis : ............
Urusan Pemerintahan :   Form 7

No Risiko Prioritas Kode
Risiko

Uraian 
Pengendalian 
yang Sudah 

Ada

Celah Pengendalian Rencana Tindak 
Pengendalia

Pemilik/penanggung jawab Target Waktu Penyelesaian

a b c d e f K h
I Risiko Strategis

II Risiko Strategis Dinas

III Risiko Operasional 
Dinas............

Keterangan
Kolom a diisi dengan nomor urut 
Kolom b diisi dengan risiko prioritas 
Kolom c diisi dengan kode nsiko
Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/terpasang 
Kolom e diisi dengan alasan tidak efektif

1. Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang terindentifikasi
2. Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan
3. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yangjelas
4. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya 

Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan
Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian 
Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP
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CONTOH
Rencana dam realisasi atas pengkomunikasian ATAS KEGIATAN pengendalian yang dibangun

Form 8
Nama Pemerintah Daerah Pemerintah Daerfth Kabupaten Barito Selatan
TahUn Penilaian 20xx
Tujuan Str&tegis
Urusan Pemerintahan ......

No Kegiatan Pengendalian yang 
DibutuhRan

Media/Bentuk Sarana 
Pengkomunikasian

penyedia
Ipformas

Penerima
Informasi

Rencana
Waktu

Realisasi
Waktu

Keterangan

a b c d e f g h

i
1

1 'l)j

>!

.....

it.

Keterangan
Kolom a diisi dengan nomor Urut
Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan
Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian
Kolom d diisi dengan penyedia informasi
Kolom e diisi dengan penerima informasi
Kolom f diisi dengan waktu pelaksanaan
Kolom g diisi dengan Realisasi waktu Pelaksanaan
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CONTOH
RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN Form 9

Form
Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Daerah Kalbupaten Barito Sclatan
Tahun Penilaian : 20xx
Tujuan Strategis
Urusan Pemermtahafl

No Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan Bentuk/Metode Pemantauan
yang Diperlukan

Penanggung Jawab
Pemantauan

Rencana Waktu
Pelaksanaan
Pemantauan

Realisasi Waktu
Pelaksanaan

Keterangan

a b c d e f g

Ketereangan
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan 
Kolom c diisi dengan bentuk/ raetode pemantauan yang diperlukan 
Kolom d diisi dengan perianggung jawab pemantauan 
Kolom e diisi dengan waktu pelaksanaan pemauntauan 
Kolom f diiai dengan rencana waktu pelaksanaan
Kolom g diisi dengan keterangan tambahan, sepcrti keterangan hasil kegiatan pemantauan, pelaksanaan monitoring, pendokumentasian, pendistribusian, dan keterangan lainnya.
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CONTOH
pencatatan KEJADLAN RISIKO (RISK EVENT) dan pelaksanaan rtp Form 10

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Barito Selatan
Tahun Penilaian : 20xx
Tujuan Strategis : ...........
Urusan Pemcrintahan___________ : ........... ..........................................................

No "Risiko" yang Teridentifikasi Kode Risiko Kejadian Risiko Keterangan
RTP

Rencana
Pelaksanaan RTP

Realisasi Pelaksanaan RTP Keterangan

Tanggal
teijadi

Bebab Dampak

a b c d c r g h i j k
I Risiko Strategic Pemerintah

Daerah

II Risiko Strategic Dinas............

III Risiko Operasiotial Dinas............

Keterangan
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan risiko yang terindetifikasi
Kolom c diisi dengan kode nsiko
Kolom d diisi dengan tanggal terjadinva risiko pada tahun 
berjalan

Kolom e diisi dengan penyebab peri%tiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan 
Kolom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan 
Kolom g diisi dengan keterangan tambahan
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CONTOH KODE RISIKO
Lampiran 2

Tingkat Risiko Tahun
Felakaaoaan 
Penilaian Risiko

Jen is Risiko
Entitas/OPD 
yang Menilai

Nomor urut di 
Entitas/OPD Kode

RSP 19 01 01 01 RSP.19.01.01.01

RSO 19 02 05 01 RSO. 19.02.05.01

ROO 19 03 25 01 ROO. 19.03.25.01

Tingkat Risiko, terdiri dari 3 huruf sebagai berikut:
RSP Strategis Pemerintah Daerah
RSO Strategis PD
ROO Operasional PD

Entitas yang menilai terdirLdari 2 angka sebagai berikut
01 Pemermtah Daerah 21 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana

02 Sekretariat Daerah 22 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
03 Sekretariat DPRD 23 Dinas Pemberdavaan Masyarakat dan Desa
04 Inspektorat Daerah 24 Dinas Perencanaan Pembangunan, Riset dan lnovasi 

Daerah
05 Dinas Pendidikan 25 Satuan Polisi Pamong Praia
06 Dinas Kesehatan 26 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
07 Dinas Pekeriaan Umum dan Penataan Ruang 37 Badan Pendapatan Daerah
08 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, 

serta Pertanahan
28 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia
09 Dinas Sosial 29 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Keria 30 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11 Dinas Perhubungan 31 Kecamatan Dusun Selatan
12 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 32 Kecamatan Dusun Utara
13 Dinas Lingkungan Hidup 33 Kecamatan Dusun Hilir
14 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan

Persandian
34 Kecamatan Gunung Bintang Awai

15 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 35 Kecamatan Karau Kuala
16 Dinas Perikanan 99 Kecamatan Jenamas
17 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta 

Pariwisata
18 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
19 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah,

Perindustrian dan Perdagangan
20 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu
Lainnya

Jenis Risiko Menggambarkan Urusan Pemermtah Daerah Terdiri Dari 2 Angka Sebagai Berikut

01 Pendidikan 21 Persandian
02 Kesehatan 22 Kebudayaan
03 PU dan Tata Ruang 23 Perpustakaan
04 Perumahan dan Kawasan Permukiman 24 Kearsipan
05 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan 

Masyarakat
25 Perikanan

06 Sosial 26 Pariwisata
07 Tenaga Kerja 27 Pertanian
08 Pemberdavaan Peremnuan & Perlindungan Anak 28 Perkebunan
09 Pangan 29 Perdagangan
10 Pertanahan 30 Perindustrian
11 Lingkungan Hidup 31 Transmigrasi
12 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 32 Penyusunan Kebiiakan dan Koordinasi Administratif
13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 33 Administrasi Kesekretarian DPRD
14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 34 Pembinaan dan Pengawasan
15 Perhubungan 35 Perencanaan Pembangunan, Litbang
16 Komunikasi dan Informatika 36 Keuangan dan Pendapatan
17 KUKM 37 Kepegawaian dan Pengembangan SDM
18 Penanaman Modal 38 Bencana
19 !1o1111 39 Politik
20 Statistik 99 Lainnya
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Lampiran 3
Contoh

Outline Laporan/Dokumen Rencana Tindak Pengendalian

1. Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko
Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh UPR disampaikan 
kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit 
Kepatuhan dilaporkan ke unit kepatuhan dengan contoh outline sebagai 
berikut:

Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko 
Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan 

Provinsi Kalimantan Tengah

I. Pendahuluan
A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan 
risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko 
pemerintah daerah.

B. Dasar Hukum
Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang 
berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun daerah yang 
menjadi dasar pengelolaan risiko pemerintah daerah baik kebijakan 
perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.

C. Maksud dan Tujuan
Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan 
risiko di pemerintah daerah.

D. Ruang Lingkup
Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep 
dan konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah.

II. Perbaikan Lingkungan Pengendalian Yang Diharapkan
A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Bagian ini berisi hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, 
yang selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian 
urusan wajib/pilihan pada pemerintah daerah.

B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian
Bagian ini berisi strategi yang akan dilakukan guna memperbaiki 
Lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya 
pengelolaan risiko di pemerintah daerah.

III. Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian
A. Penetapan Konteks/Tujuan

Bagian ini berisi tentang penetapan konteks strategis pemerintah 
daerah, dimana pemerintah daerah dapat memilih beberapa urusan 
wajib/pilihan dengan mempertimbangkan urusan prioritas sesuai 
dengan visi dan misi Bupati atau pertimbangan profesional 
lainnya.

B. Hasil Identifikasi Risiko
Bagian ini berisi hasil diskusi unit pemilik terhadap atribut-atribut 
risiko (uraian risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, 
sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (controllable) atau 
tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik risiko, 
dampak risiko, serta penerima dampak risiko).
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C. Hasil Analisis Risiko
Bagian ini berisi skala risiko, matriks risiko, Hasil Analisis Risiko 
sesuai urutan Kategori serta RTP yang merupakan hasil dari 
analisis dampak dan kemungkinan dari risiko yang sudah 
diidentifikasi.

D. Pengendalian yang sudah dilakukan
Bagian ini berisi hasil identifikasi terhadap pengendalian yang 
sudah ada di pemerintah daerah yang terkait dengan risiko yang 
diprioritaskan untuk ditangani (dikelola) dari hasil analisis risiko.

E. Pengendalian yang masih dibutuhkan
Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian yang masih 
dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing-masing risiko 
prioritas urusan wajib/pilihan karena masih ada celah 
pengendalian dari pengendalian yang sudah dilakukan oleh 
pemerintah daerah.

IV. Rancangan Informasi dan Komunikasi
Bagian ini berisi rancangan informasi dan komunikasi yang 
dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian 
mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang 
diinginkan.

V. Rancangan Pemantauan
Bagian ini berisi mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk 
memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan 
pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.

VI. Penutup
Bagian ini berisi simpulan rancangan penerapan pengelolaan risiko 
UPR.
Lampiran
(Kertas kerja tahapan identifikasi risiko, penilaian risiko, hingga RTP 
serta pengkomunikasian dan monitoringnya)

2. Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko.
Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko dilakukan secara triwulanan (Triwulan 
I, II, dan III) dan tahunan (Triwulan IV) oleh UPR, Unit Kepatuhan dan 
Komite Pengelolaan Risiko.

2.1. Pelaporan UPR
Laporan berkala tersebut dibuat oleh UPR disampaikan kepada Bupati 
dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan, 
dengan contoh outline sebagai berikut:

Laporan Triwulan I/II/III/IV Pengelolaan Risiko 
Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan 

Provinsi Kalimantan Tengah

I. Pendahuluan
A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan 
pengelolaan risiko serta gambaran umum kebijakan 
pengelolaan risiko pemerintah daerah.

B. Dasar Hukum
Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan 
baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait 
ataupun daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko 
pemerintah daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke
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peiaporan pengelolaan risiko.
C. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya 
pengeloiaan risiko di pemerintah daerah.

D. Ruang Lingkup
Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan 
konsep dan konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah.

II. Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah 
Daerah
A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah 

Triwulan 1/ II/III/IV
Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap 
risiko yang direncanakan pada periode triwulan tersebut. 
Bagian inijuga dapat berisipemutakhiran risiko dan RTP dari 
periode triwulan sebelumnya.

B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah 
Triwulan I/II/III/IV
Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan Pengendalian terhadap 
risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan tersebut 
dan juga uraian mengenai gap yang terjadi antara rencana 
kegiatan pengelolaan risiko dengan realisasinya.

III. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan
Bagian ini berisi uraian dan analisis hal-hal yang menjadi 
kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan 
pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan teijadinya gap 
antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko 
pemerintah daerah.

IV. Monitoring Risiko dan RTP
Bagian ini berisi hasil monitoring atas pengomunikasian risiko 
dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan 
pemantauan RTP pada triwulan tersebut dan dari hasil 
monitoring ini juga dianalisis apabila diperlukan pemutakhiran 
risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. Penutup
Bagian ini menjelaskan simpulan atas capaian penerapan 
pengelolaan risiko UPR serta strategi yang akan dilakukan 
sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada 
periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan 
risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kineija 
pemerintah daerah.
Lampiran-Lampiran

2.2. Peiaporan Unit Kepatuhan
Laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan 
risiko disusun oleh Unit Kepatuhan yang disampaikan kepada 
Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dengan contoh 
outline sebagai berikut:
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Laporan Triwulan I/II/III/IV Unit Kepatuhan Risiko 
Pemantauan Pengelolaan Risiko 

Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan 
Provinsi Kalimantan Tengah

I. Rencana dan Realisasi Kegiatan
Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan 
risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan 
dilakukan dan RTP olehpemerintah daerah yang dilaporkan oleh 
UPR kepada unit kepatuhan.

II. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan
Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi 
pengelolaan risiko oleh pemerintah daerah dan hal-hal yang 
menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.

III. Monitoring terhadapPengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR 
Bagian ini berisi mekanisme dan hasil pemantauan atas 
pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian 
yang telah dibuat serta analisis hasil pemantauan untuk 
memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah 
dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pemantauan 
dilakukan terhadap kegiatan pengendalian yang dibutuhkan, 
bentuk/metode pemantauan yang diperlukan, penanggung 
jawab pemantauan, waktu pelaksanaan pemantauan, realisasi 
waktu pelaksanaan, dan hal-hal lainnya yang teijadi dalam 
pemantauan kegiatan pengendalian.

IV. Rekomendasi/Feedback bagi UPR
Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun feedback atas 
kendala dan hambatan yang dilaporkan oleh UPR serta 
rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil pemantauan 
kegiatan pengendalian yang dilakukan unit kepatuhan kepada 
UPR.
Lampiran-Lampiran

2.3. Pelaporan Komite Pengelolaan
Komite Pengelolaan membuat laporan triwulan an dan tahunan 
kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada 
Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dengan contoh 
outline sebagai berikut:

Laporan Triwulan I/II/III Komite Pengelolaan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan 

Provinsi Kalimantan Tengah

I. Rencana dan Realisasi Kegiatan
Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko 
terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan 
dan RTP oleh pemerintah daerah yang dilaporkan oleh UPR 
kepada unit kepatuhan. Selain itu juga dibahas kegiatan 
pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang 
meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan 
pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah.

II. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan
Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi 
pengelolaan risiko oleh pemerintah daerah dan hal-hal yang 
menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit
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kepatuhan. Selain itu juga dibahas hambatan yang terjadi dalam 
kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah 
daerah.

III. Hasil Pembinaan Terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah 
Daerah Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR
Bagian ini berisi uraian hasil kegiatan pembinaan terhadap 
pengelolaan risiko pemerintah daerah kepada UPR. Selain itu 
juga dibahas hasil fasilitasi terhadap UPR dalam memandu 
instansi pemerintah dalam melaksanakan langkah demi Iangkah 
proses penilaian risiko ataupun pemutakhiran risiko dan RTP 
sesuai hasil monitoring berkala oleh UPR dan pemantauan 
berkala oleh unit kepatuhan.

IV. Rekomendasi/Feedback bagi UPR
Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun feedback atas 
kendala dan hambatan serta rekomendasi strategis maupun 
teknis dari hasil kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan 
risiko pemerintah daerah kepada UPR.


